BABI
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu unsur penting sebagai sumber pendapatan negara.
Pendapatan atas pajak ini, nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan
rutin pemerintah serta untuk membiayai kegiatan pembangunan di negara
tersebut. Di Indonesia sendiri dalam Draf Nota Keuangan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang dipublikasikan oleh
kemenkeu.go.id tercatat bahwa pemerintah menargetkan penerimaan negara di
tahun 2018 adalah sebesar Rpl.878.4 Triliun dan mayoritas pendapatan negara
tersebut akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rpl.609,4 Triliun,
target atas penerimaan pajak tersebut naik sebesar 9,3% dari outlook 2017 yang
hanya sebesar Rp1.472 Triliun.

Atas target penerimaan perpajakan yang harus terpenuhi tersebut,
pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penggalian potensi dari pemungutan
perpajakan dengan peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak,
pengoptimalan transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan
internasional, serta peningkatan pengawasan dana penegakan hukum dibidang
perpajakan. Usaha-usaha atas optimalisasi pajak oleh pemerintah tersebut
diimplementasikan dengan terus melaksanakan reformasi  perpajakan  dan

memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan Internasional yaitu



dengan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEol),
serta mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (Base Evosion
Profit Shifting), usaha lain yang telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan
penerimaan  pajaknya adalah dengan melakukan penghapusan pajak yang
scharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi  perpajakan, serta
penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada
tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, atau yang lebih
dikenal dengan Tax Amnesty / Pengampunan Pajak.

Usaha-usaha  pengoptimalisasian  pajak i diharapkan  mampu
meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan,
sekaligus mengatasi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan underground
economy, dan perlawanan pajak secara agresif yang dilakukan dalam bentuk
penghindaran pajak (fax avoidance) maupun penggelapan pajak (fax evasion).
Prakosa (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (tax aveidance)
merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak
melanggar aturan atau standar yang berlaku (lawful), sedangkan penggelapan
pajak (tax evasion) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal dan
bertentangan dengan undang-undang yvang berlaku (unlawful). Tax aveidance ini
merupakan tindakan penghindaran atau peminimalan pajak yang masih tidak
keluar dari ranah hukum yang berlaku  sebagai  akibat dari  adanya
ketidaksempurnaan peraturan Undang-Undang perpajakan yang kemudian bisa

dimanfaatkan oleh wajib pajak (Winata, 2014).



Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan
vang sifatnya wajib dan memakasa berdasarkan undang-undang serta tidak
mendapat timbal balik secara langsung. Ketentuan tersebut mengharuskan wajib
pajak menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Dalam
sisi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang akan
mengurangi laba perusahaan, sehingga biaya pajak yang tinggi serta self
asassment system yang memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar, mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berbagai
cara seperti earning management (manajemen laba).

Laba adalah indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.
Informasi laba menjadi gambaran penting apakah perusahaan dapat tetap going
concent sehingga gambaran atas laba tersebut akan menarik dan mempertahankan
para investor untuk menginvestasikan dananya diperusahaan. Rahman ef al.,
(2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan dengan prospek laba
yvang rendah memiliki harga saham di bawah perusahaan dengan prospek laba
yvang lebih tinggi. Karena kondisi tersebut, guna mempertahankan investor serta
meminimalkan pungutan atas pajak yang harus disetor kepada pemerintah,
perusahaan  termotivasi  untuk  mengelola laba secara opurtunis  atau
memanipulasinya untuk mencapai tingkat laba tertentu dengan cara earning
management. Menurut Novitasari (2017) aktivitas manajemen laba merupakan
usaha manager untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan dengan

sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang



bertujuan untuk memberikan informasi guna menyesuaikan keinginan para
pengguna laporan keuangan. Semakin tinggi motivasi perusahaan melakukan
manajemen laba (earning management) maka dapat dikatakan bahwa tingkat
penghindaran pajak (tax aveidance) perusahaan juga tinggi karena beban pajak
vang dilaporkan semakin kecil.

Penghindaran pajak dengan cara earning management yang dilakukan oleh
perusahaan merupakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan bukanlah tanpa
sengaja. Pembentukan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang
dimaksudkan guna membantu dalam mengawasi kinerja pengelola perusahaan
dalam menerapkan manajemen pajak agar tidak melakukan tindakan
penghindaran  pajak  yang melanggar undang-undang. Good Corporate
Governance (GCG) berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perusahaan
dengan tujuan menciptakan nilai tambah (value added) bagi pemegang saham
perusahaan. Perusahaan dengan Geod Corporate Governance (GCG) yang lemah
memiliki banyak celah untuk dilakukannya penyimpangan, sedangkan Good
Corporate Governance (GCG) yang baik mampu menjadi batas bagi kepentingan
pribadi dengan kepentingan perusahaan (agency theory). Dalam laporan tahunan
Link Net (2014) Good Corporate Governance (GCG) [/ tata kelola perusahaan
berkonsentrasi pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, individu dan
masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan sebaik mungkin
kepentingan individu, perusahaan, dan masyarakat. Good Corporate Governance
(GCG) i berkaitan dengan seluruh bagian dalam manajemen perusahaan

khususnya dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan



kepemilikan institusional sebagai representatif fungsi pengawasan dan alat ukur
dalam menentukan seberapa berpengaruh adanya fungsi pengawasan tersebut
dengan ketaatan entitas dalam menjalankan tata kelola usahanya khususnya dalam
pajak.

Dewan komisaris merupakan keseluruhan anggota dewan komisaris
sebagai suatu kesatuan dewan (board) vang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi sesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya
dewan komisaris sebagai pengawas dalam manajemen perusahaan ini diharapkan
laporan pertanggung jawaban yang dibuat dapat memenuhi keinginan pengguna
dari laporan tersebut. Komite Nasional Kebijakan Govemnance (KNKG, 2006:13)
dalam Wibawa et al., (2016) memberikan pedoman bahwa jumlah anggota dewan
komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap
memperhatikan efektivias dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris independen didefiniskan sebagai seorang vang tidak
terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki
hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat
sebagai direktur suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014). Dewan komisaris
independen dibentuk sebagai pengawas dan pemberi nasihat sebagai tindakan
pencegahan, perbaikan, hingga pemberhentian sementara dengan prosedur dan
atau mekanisme yang sesual dengan perusahaan. Semakin besar proporsi

komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan kinerja dan kontrol



perusahaan sehingga penghindaran pajak akan turun Sandy dan Lukviarman
(2016).

[katan Komite Audit Indonesia (IKAT) dalam Hidayati dan Fidiana (2017)
mendefinisikan bahwa komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara
profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas
membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam  menjalankan
pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan.
Kredibilitas, komposisi, dan tanggung jawab komite audit adalah yang paling
mempengaruhi kualitas atas laporan hasil audit perusahaan. Komposisi komite
audit dalam peraturan BEI mensyaratkan paling sedikit adalah tiga orang,
schingga bila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan
peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam
meminimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (Wijayanti et al.,
2016).

Sandy dan Lukviarman (2015) menjelaskan bahwa kepemilikan
institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti
asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Pihak
institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya
dapat melakukan pengawasan yang sangat aktif terhadap kebijakan manajemen
yvang dapat merugikan dirinya, sehingga dari sisi manajemen sendiri hal tersebut
menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan investor

institusional yaitu menghasilkan laba yang ditinggi. Sehingga besar kecilnya



konsentrasi kepemilikan institusional ini akan mempengaruhi perusahaan
berusaha melakukan penghindaran pajak.

Meninjau dari penelitian terdahulu oleh Rahmawati et al, (2016) dan
Meilinda dan Cahyonowati (2013) menunjukan hasil bahwa ukuran dewan
komisaris memberikan pengaruh positif signifikan terhadap tax aveidance,
sedangkan dalam penelitan yang dilakukan Santoso dan Muid (2014)
menunjukan hasil yang berbeda dimana jumlah dewan komisaris tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Meilinda dan Cahyonowati (2013) melakukan penelitian pada proksi
dewan komisaris independen dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa
dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax
avoidance, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan
Lukviarman (2015) serta Prakoso (2014) yang mengemukakan kesimpulan yang
sama. Sedangkan penelitian ini disangkal oleh hasil penelitian yang dilakukan
oleh Subagiastra et al., (2016), Hidayati dan Fidiana (2017), dan Wibawa et al.,
(2016) yang menunjukan dewan komisaris independen berpengaruh positif
signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian  selanjutnya dilakukan oleh Wibawa et al., (2016) yang
menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan pada komite audit
terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Hidayati dan Fidiana
(2017) menunjukan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap

penghindaran pajak, hal ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan Sandy



dan Lukviarman (2015), Winata (2014) dimana komite audit berpengaruh negatif
signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian yang dilakukan Subagiastra et al., (2016), Hidayati dan
Fidiana (2017), Rahmawati et al, (2016) memberikan kesimpulan atas
kepemilikan institusional yang berpengaruh negatif’ signifikan terhadap tax
avoidance. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Cahyono et al, (2016) dan
Novitasari (2017) yang melakukan penelitian pada proksi yang sama dimana hasil
penelitiannya menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif
signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian Juoro ef al, (2016) secara simultan dan persial menemukan
hubungan positif antara tax aveidance dan earning management. Hal ini sejalan
dengan Sari et al., (2016), Nugroho dan Firmansyah (2017) yang menemukan
hubungan positif pula antara earning management dan tax avoidance. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Prima dan Pratiwi (2017) menunjukan hubungan
vang negatif signifikan antara manajemen laba pada abnormal discreationary
expense dengan tax aggressiveness.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sandy dan
Lukviarman (2015), dimana karena banyak kebaragaman antara variabel-variabel
yang mempengaruhi penghindaran pajak serta tidak terdapatnya konsistensi dan
penilitian-penelitian terdahulu sehingga hal ini memotivasi peneliti untuk menguji
kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax aveidance).
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sandy dan Lukviarman

(2015) adalah sebagai berikut, penelitian ini menambahkan variabel independen



vang berbeda, yaitu dewan komisaris dan earning management. Perbedaan lain
dengan penelitian terdahulu yaitu proksi dalam mengukur penghindaran pajak
menggunakan Book Tax Difference (BTD) untuk melihat seberapa besar
perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, yang mana menunjukan semakin
besarnya perbedaan maka akan mengindikasikan semakin  besar pula
penghindaran pajak yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan research gap yang dikemukakan tersebut
ditemukan masalah, "masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian
mengenai pengaruh good corporate governance dengan proksi ukuran dewan
komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan
institusional, dan earning management berpengaruh  positif  terhadap
penghindaran  pajak, tetapi disisi lain ditemukan bahwa good corporate
governance dan earning management ini  berpengaruh  negatif terhadap
penghindaran pajak”. Maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian
adalah sebagai berikut:

I. Apakah ukuran dewan komisaris perusahaan berpengaruh terhadap
penghindaran pajak?

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran
pajak?

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah earning management berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
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1.3  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai

tujuan sebagai berikut:

1.

Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh ukuran dewan

komisaris perusahaan terhadap penghindaran pajak.

. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen

terhadap penghindaran pajak secara empiris.

. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran

pajak secara empiris.

. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap

penghindaran pajak secara empiris.

. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh earning management terhadap

penghindaran pajak secara empiris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh geood corporate governace (GCG) dan

earning management terhadap penghindaran pajak diharapkan dapat memberikan

manfaat, yaitu:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan teori yang sudah ada dan dapat
memperluas ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi
keuangan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (tax aveidance), ukuran
dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan

institusional, serta earning management.
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2. Manfaat Praktis

.

Bagi Pemerintah

Sebagai wacana bagi dirjen pajak mengenai gambaran variabel-variabel
yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pengawasan atas
tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Bagi Perusahaan

Sebagai wacana dalam peningkatan kinerja dan pengawasan dalam good
corporate governance (GCG).

Bagi Responden

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai good corporate
governance (GCG), earning management, dan peraturan pajak berkait

penghindaran pajak.



